
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDtrRAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

NOMOR 131 TAHUN20l6
TENTANG

IZIN PENDIR]AN DAN OPERASIONAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN

DHARMA SASTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU'

A

Menimbang " a'

C.

Mengtngat : 1.

2.

4.

Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor

Penyelenggaraan Pendidikan

55 Tahun 2OO7 tentang

Agama dan Pcnd jdikan

bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor

56 Tahun 2C 14 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu

serta meningkatkan peran seda masyarakat untuk ikut

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

,rii.i-n "i Agama Hindu, perlu mendirikan Pendidikan

Keagamaan disebut Pratama Widya Pasraman;

O^niru O".O."arkan hasil visitasi dari Tim Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merekomendasi '

telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pratama

Widya Pasraman Dharma Sastra;

bahwa berdasarkan pertrmbangan sebagaimana-limlksua

oli"- n"t"t a dan huruf b' perlu menetapkan l"p:It"""
iLlui". r."oeral Bimbingan Masyarakat--Hindu tentang

Lin p"rrai.i.r, dan Operasional Pratama Widya Pasraman

Dharma Sastra;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah

densan Peraturan Pemeflntall Nomor 13 
"*-l^-3O 

t t

;;;t;; p"ttn"r't"" Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor Ig Tahun 2OOS tentang Standar Nasional

b.
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3.

Keagamaan;
;i;;;'-;"'erintah Nomor 48 Tahun 2oo8 ten'tarts

Pendanaan Pendidikan 1t-embaran Negara RI Tahun 2008

nomor 9 l);
peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

-201"5 -1"1t""u
Kementerian nga-rnt 11"-l^ran Negara RI Tahun 2O 15

Nomor 168);
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5.Peraturan"'



q

6.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1O Tahun 2OlO tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 19"t"
".t'^g^i-..r^ 

telah diubah dengan Peraturan Menteri

O[i" "o*ot 
16 Tahun 2015 tentang Perubahal Keempat

Ril" p"..trr"n Menteri Agama Nomor 1O Tahun 2o1O

i".,r.rrg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2072 tentarlg

br*^.ti"""i dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementena;r

p^gaJnai

7. PJtatu.a.t Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2Ol4 tentang

Pendidikan Keagamaan Hindu;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
-0o6 

t".tt".tg Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tarrrrn 2OL4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini;
10.. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

-Aparatur 
Negara da.rt

n"to.rnr"i Birokrasi Nomor 66 Tah:u:r' 2072 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggrrng jawab

dan Pemeringkatan Keme-nter tan / Lembaga' Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

i]i"ou TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN

t*ioto wIDYA PASRAMAN DHARMA SASTRA

: Memberikan izin pendirian dan operasional Pratama Widya

Pasraman Dharma Sastra Desa Waiketam Baru' Kecamatan

Bula Barat, Kabupaten i"tt- e"glatt Timur' Provinsi Maluku

selama 5 (Lima) tahun dan izin-dapat diperpanjang setelah

;;;;;" visitasi dari Ditjen Bimas Hindu'

: lzin Penditian dan Operasional diberikan kepada:

Nama Lembaga : Pasraman Dharma Sastra

Jenjang I Progr^rn : Pratama Widya Pasramar

Alamat : Jl' Lintas Seram Bula Barat

n"""/ f"tr-,.uft"" ' 
Waiketam Baru

K""u-"t"r, : Bula Barat
::"' 

*- 
-..^- : Seram Bagian Timur

Kabupaten
Proti""i : Maluku

;:#;i" : Yavasan lswara widva 
KErtcA...

MASYARAKAT
OPERASIONALMenetapkan

KESATU

KEDUA

-Kabag 

ortala &
Kep€gawaian

Q-'s"t."tutit Direktur

Y\w- \V.



KEF]MPAT

KELIMA

Pemegang izin ini berkewajiban untuK:

i.- rto"?vi."ecarakan kegiatan belajar mengajar dari Taman

Bermain, TK A samPai dengan TK B'

2. Mentaati peraturan perundang-undangan'

3. Melaporkan secara oerkala kepada Direktur Jenderal

Bimbingan MasYarakat Hindu'

Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Pratama

affi;;- Pasraman Dharma Sastra tidak terlaksana atau

menyimpang dari ketentuan f pera1;.)rar. yang berlaku' maka

izin sewaktu-waktu dapat dicabut'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangga-l 1 1 Agustus 2016
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